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WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 460 .3 .10/Kew .546 -Huk/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN

DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA

POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI KOTA BEKASI

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BEKASI,

bahwa sebagai langkah strategis untuk
memperkuat akses terhadap keadilan di Daerah,
khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan,
perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum
(Posbankum) di kelurahan;

bahwa pembentukan (Posbankum) bertujuan untuk
memberikan layanan bantuan hukum dan
informasi hukum yang mudah dijangkau, sehingga
perlu adanya paralegal yang ditugaskan untuk
menyelenggarakan Posbankum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan dan
Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum
Kelurahan di Kota Bekasi;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);




3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembar  Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam
Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 97);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun
2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi
Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2005 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran  Gubernur Jawa  Barat  Nomor
140/HK.04/HUKHAM, tanggal 16 September 2025
Tentang Fasilitasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum.




MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan dan
Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum
Kelurahan di Kota Bekasi.

KEDUA : Pembentukan Posbankum dan Penugasan Paralegal
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota yang penandatangananya
didelegasikan kepada Camat atas nama Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta akan diadakan
perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 September ?035

WALI KOTA BEKASI,

J

TO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;

2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bekasi;
4. Camat se-Kota Bekasi.



